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KPR di BTN dalam melakukan kegiatan usahanya berpegang pada ketentuan UU
Pebankan. Bahwa KPR yang diberikan oleh BTN merupakan salah satu kegiatan
usaha BTN dalam rangka melaksanakan fungsi utama, sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 3 jo pasal 1 angka 2 yaitu sebagai penyalur dana masyarakat dalam
bentuk kredit. Dalam KPR BTN, terdapat dua peristiwa hukum yaitu perjanjian jual
beli antara developer dengan pembeli dan perjanjian kredit (KPR) antara BTN
dengan debitur (pembeli). BTN dalatTl memberikan KPR berpedoman pada pasal
29 ayat (2) sebagai upaya memelihara kesehatan bank dan pelaksaan prinsip kehati-
hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian KPR dirumuskan dalam pasal 8 dan
penjelasannya, antara lain melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan
modal, agunan dan prospek usaha dari calon debitur, jo pasal 29 ayat (3), yaitu wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank antara lain dengan asuransi.
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